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INTISARI 
 
 

Pemakaian tanah tanpa ijin adalah perbuatan yang melanggar 
hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Hal ini mengandung arti bahwa 
penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan 
apapun harus dilandasi dengan hak atas tanah. Namun, kenyataan di 
lapangan penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ijin sering terjadi, salah 
satunya terhadap Hak Pakai  No 1 dan 2 Tahun 1994 atas nama Pemerintah 
Kabupaten Cilacap yang secara historis diperoleh berdasarkan Undang-
undang Nomor 86 Tahun 1958. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui 
proses okupasi tanah bekas perkebunan asing NV. Rubber Culture Maatch 
Happy Kubangkakung yang terletak di Desa Bantarsari, Kecamatan 
Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, (2) mengetahui upaya 
penyelesaian masalah okupasi tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
historis meliputi pengumpulan dan penafsiran fenomena yang terjadi, dengan 
didukung data primer yaitu hasil wawancara dengan Kepala Seksi 
Penyelesaian Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan 
Kabupaten Cilacap, Pemerintah Kecamatan Bantarsari dan Petani yang 
mengokupasi lahan. Data sekunder antara lain UU No. 86 Tahun 1958 dan 
UU No. 5 Tahun 1960. Data tersier berupa peta administrasi Kecamatan 
Bantarsari. Pengambilan sampel dengan teknik  sampel bertujuan (Purposive 
sampling). Analisis kualitatif dengan penelitian seluruh data, membuat 
abstraksi dan menyusun pernyataan proporsional. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Okupasi tanah tersebut berawal 
dari tahun 1955 -1964 Tanah bekas perkebunan Belanda NV. Rubber Culturr 
Maatschappy Kubangkangkung dimanfaatkan oleh Pemkab Cilacap menjadi 
perkebunan karet dengan status tanah negara. Tahun 1964-1968  
masyarakat Desa Bantarsari mulai mengokupasinya, kemudian Tahun 1969-
2000 petani menggarap dengan ijin Pemerintah Kabupaten Cilacap. Tahun 
2000 para okupan yang merasa telah menguasai secara fisik tanah selama 
lebih dari 30 tahun mengajukan permohonan Hak Atas Tanah. Pemerintah 
Kabupaten Cilacap dan para Okupan membuat kesepakatan bersama bahwa 
tanah akan diserahkan menjadi hak milik para okupan dengan syarat-syarat 
tertentu, para okupan tidak memenuhi persyaratan yang disepakati bersama 
hingga berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan sehingga 
kesepakatan tersebut batal. Sampai saat ini permasalahan tetap berjalan, 
para okupan tetap menguasai tanah secara bebas tanpa bukti kepemilikan 
dan berusaha untuk mengajukan permohonan Hak Milik ke Kantor 
Pertanahan. Pemerintah sebagai pemegang hak belum mengambil tindakan 
sesuai hukum yang berlaku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkebunan merupakan sokoguru perkonomian di Indonesia hal 

tersebut ditegaskan Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo (1994:6). 

perkebunan menjadi sumber perekonomian berawal pada masa 

pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda. Perkembangan perkebunan 

pada masa kolonial dianggap sebagai jembatan penghubung antara 

masyarakat Indonesia dengan perekonoman dunia.  

Pada masa penjajahan Kolonial Belanda di  Indonesia perkebunan 

menjadi prioritas utama yang bertujuan untuk memperoleh komoditi hasil 

perkebunan yang kemudian diekspor ke luar negeri dan keuntungannya 

untuk memenuhi kebutuhan pribadi pemerintahan mereka, sedangkan 

penduduk pribumi hanya sebagai buruh kasar atau pekerja paksa yang 

tidak mendapatkan imbalan apapun, hal tersebut menjadikan sektor 

perkebunan berkembang dan mengalami pertumbuhan yang luar biasa 

sehingga menimbulkan pengaruh yang sangat besar bagi investor dan 

negara kolonial. 
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Pada masa tersebut perkebunan milik investor atau pemodal asing 

banyak tumbuh di Indonesia, mereka menguasai dan mengusahakan 

tanah-tanah yang luas dan bahkan tak terbatas luasnya serta tak 

dibatasi kepemilikannya, karena gerakan kolonialisme yang didukung 

oleh perkembangan kapitalisme agraris barat memandang tanah jajahan 

sebagai sumber kekayaan bagi negara induk dan sistem 

penguasaannya juga menyesuaikan (Rikardo Simarmata, 2002: 41). 

Tersedianya tanah yang luas dan murahnya tenaga kerja di tanah 

jajahan, menjadikan pemerintah Kolonial-Belanda untuk mengeksploitasi 

produksi pertanian yang menguntungkan, dengan menggunakan sistem 

perkebunan, dan dimulai dengan penanaman modal dan penerapan 

teknologi dari luar. Eksploitasi produksi pertanian oleh pemerintah 

Kolonial-Belanda diwujudkan dalam bentuk usaha perkebunan negara, 

dengan sistem tanam wajib atau tanam paksa, yang dilakukan secara 

langsung dengan perkebunan negara, dan dengan didirikannya birokrasi 

pemerintah yang berfungsi sebagai pelaksana langsung dalam proses 

mobilisasi sumber daya perekonomian agraris tanah jajahan yang 

berupa tanah dan tenaga kerja. Pemerintah Belanda tidak berminat 

dengan penguasaan secara langsung atas tanah, dan lebih berminat 

untuk mengadakan perjanjian dan pemaksaan melaksanakan kegiatan 

perkebunan dan wajib setor terhadap penguasa wilayah (Kartodirjo 

Sartono, dan Suryo Djoko, 1991:7). 
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Pasca kemerdekaan, pemerintah Kolonial-Belanda meninggalkan 

Indonesia dan kemudian para petani mulai mengerjakan lahan 

perkebunan yang ada, semakin lama peran perkebunan mulai 

tergantikan dengan bidang lain yang dianggap lebih modern, seperti 

industri, hal tersebut menyebabkan tanah perkebunan yang tidak 

produktif dan kemudian terlantar, atau bahkan beralih fungsi menjadi 

kawasan industri terutama pada kawasan pengembangan kota atau 

dipinggiran kota, karena perkebunan dianggap konvensional dan sudah 

tidak mampu memberikan banyak keuntungan. 

Pada tahun 1957-1959 terjadi perubahan sistem ekonomi di 

Indonesia dari sistem ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, titik 

sentralnya adalah nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia, 

nasionalisasi merupakan istilah kunci bagi perjalanan sejarah Indonesia 

yang mendasari sekaligus menjadi faktor penting yang mempengaruhi 

kebijakan ekonomi selama masa setelah kemerdekaan, hal tersebut 

menjadi pelengkap mengingat pada masa tersebut banyak asset 

kekayaan dan sumber daya alam di Indonesia yang penguasaan 

didominasi oleh kolonialisme Hindia-Belanda (Kanumayoso Bondan, 

1994: v). 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Presiden Soekarno pada 

masa pemerintahannya, melakukan ketegasan terhadap perusahaan-

perusahaan milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik 
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Indonesia yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Pengganti Perundang-

Undangan tentang nasionalisasi berbagai perusahaan asing dan 

diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 86 Tahun 

1958 Lembar Negara 1958 No. 162 tentang Nasionalisasi Perusahaan-

Perusahaan Milik Belanda di Indonesia. 

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dimaksudkan agar 

kemudian bekas perusahaan Belanda tersebut dapat dimanfaatkan bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia yang selama ini hanya 

berperan sebagai buruh pekerja paksa yang tidak mendapatkan imbalan 

kesejahteraan apapun dari pemerintah Belanda. Nasionalisasi tersebut 

juga berlaku pada perusahaan-perusahaan perkebunan, yang ditandai 

dengan beralihnya kepemilikan perkebunan milik pemodal asing atau 

Kolonial Belanda menjadi milik Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat 

Indonesia. 

Pada tahun 1957 kondisi sosial, politik, dan keamanan dalam 

negeri Indonesia masih belum stabil, pemanfaatan tanah bekas 

perkebunan milik asing juga belum optimal, hal tersebut terlihat dari 

banyaknya tanah bekas perkebunan yang kemudian terlantar tidak 

dimanfaatkan dan tidak berfungsi sebagaimana peruntukannya. 

Perkebunan bekas hak asing yang terlantar salah satu contohnya 

adalah tanah bekas hak erpacht berupa perkebunan besar NV. Rubber 
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Culturr Maatschappy Kubangkakung, di Desa Bantarsari, Kecamatan 

Bantarsari, Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah seluas 85,49 

Hektar (delapan puluh lima koma empat puluh sembilan hektar), yang 

kemudian berubah menjadi rawa-rawa dan ditumbuhi tanaman semak 

belukar yang hasilnya tidak dapat dimafaatkan oleh penduduk disekitar 

lahan bekas perkebunan tersebut. 

Secara fisik tanah tersebut kemudian terlantar karena tidak 

dimanfaatkan dan tidak dipergunakan sesuai keadaan, sifat dan tujuan 

peruntukannya serta tidak dipelihara dengan baik. Hal itu menjadi 

alasan utama yang membuat petani di Desa Bantarsari tergerak untuk 

memanfaatkan tanah bekas perkebunan asing tersebut dengan kegiatan 

pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan untuk 

keberlanjutan ketahanan pangan. 

Tahun 1967 menjadi awal petani yang tidak memiliki tanah di Desa 

Bantarsari, untuk melakukan pendudukan tanah (land occupation) atau 

dalam bahasa tradisional mereka disebut men-trukah dengan membuka 

garung tanah perkebunan yang telah berubah menjadi rawa-rawa dan 

ditumbuhi semak belukar yang tidak dapat dimanfaatkan masyarakat 

sekitar, para petani mulai mengusahakan tanah yang semula 

perkebunan kopi dan karet tersebut menjadi tanah sawah yang produktif 

dan menghasilkan produk yang dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup mereka dan keluarganya. 
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Tahun 1994 pada tanah bekas perkebunan yang telah berubah 

menjadi tanah pertanian subur tersebut diakui oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Cilacap dengan bukti penguasaan Hak Pakai Nomor 1 dan 2 

Tahun 1994 atas nama Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Cilacap, dan 

peruntukannya sebagai lahan pertanian, yaitu proyek penanaman padi 

jenis PB 5. 

Kepada petani pembuka lahan yang selama puluhan tahun 

mengerjakan tanah tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap 

memberlakukan perjanjian bagi hasil, perjanjian tersebut kemudian 

dirubah kembali menjadi perjanjian sistem sewa tanah, sehingga 

membuat banyak petani tersingkir dari tanah yang selama bertahun-

tahun dimanfaatkan dan digarap untuk memenuhi kebutuhan hidup 

mereka karena tidak mampu membayar biaya sewa tanah. 

Hal tersebut menumbuhkan harapan baru bagi para petani 

pembuka lahan, untuk berjuang menuntut hak mereka atas tanah yang 

telah digarap selama puluhan tahun, perjuangan tersebut dimulai 

dengan mendirikan paguyuban tani, sehingga perjuangan dapat 

dilakukan secara bersama-sama atau kolektif, mereka mulai 

mengumpulkan argumen dan bukti bahwa mereka berhak untuk 

menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut, serta berhak untuk 

melakukan sertipikasi tanah. 
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Pemberian hak milik atas tanah kepada para petani penggarap 

merupakan kebanggan tersendiri bagi mereka, karena dengan hal 

tersebut dapat diartikan bahwa petani telah mempunyai kepastian 

hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan atas tanahnya yang telah 

diusahakan, termasuk didalamnya menambahkan kesuburan tanah 

sehingga dapat berfungsi secara optimal. 

Legalisasi aset tanah yang biasa disebut dengan sertipikasi tanah 

berkontribusi besar pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi 

negara ini. Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Okupasi Tanah bekas perkebunan NV. Rubber 

Culturr Maatschappy Kubangkakung di Desa Bantarsari, Kecamatan 

Bantarsari, Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penelitian merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1.  Bagaimana proses terjadinya okupasi tanah bekas perkebunan NV. 

Rubber Culturr Maatschappy Kubangkakung di desa Bantarsari, 

kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap? 

2.  Bagaimana upaya penyelesaian masalah okupasi tanah bekas 

perkebunan NV. Rubber Culturr Maatschappy Kubangkakung di 

desa Bantarsari, kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap? 
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C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan proses terjadinya okupasi tanah bekas 

perkebunan NV. Rubber Culturr Maatschappy Kubangkakung di 

desa Bantarsari, kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. 

b. Untuk mengetahui tahapan penyelesaian masalah okupasi tanah 

bekas perkebunan NV. Rubber Culturr Maatschappy 

Kubangkakung di desa Bantarsari, kecamatan Bantarsari 

Kabupaten Cilacap. 

2. Kegunaan Penelitian 

Ditinjau dari kegunaannya, penelitian ini diharapkan memiliki 

kegunaan sebagai berikut: 

a. Memberikan bahan masukan kepada petani, Pemerintah Daerah, 

dan Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap dalam menangani 

pendudukan tanah bekas perkebunan NV. Rubber Culturr 

Maatschappy Kubangkakung di desa Bantarsari, kecamatan 

Bantarsari Kabupaten Cilacap. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa dan 

akademisi dalam rangka kajian pertanahan, khususnya mengenai 

penyelesaian permasalahan pendudukan lahan. 

 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

1.  Bahwa Proses awal terjadinya okupasi tanah bekas perkebunan 

NV. Rubber Culturr Maatschappy  Kubangkakung disebabkan oleh 

(1) Adanya peluang dari kondisi perkebunan yang tidak efektif dan 

tidak dimanfaatkan oleh pemerintah, (2) Masyarakat tidak 

mempunyai tanah garapan yang lain yang dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, (3) Masyarakat keberatan dengan 

sistem kerjasama yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap 

sebagai pemegang Hak. Okupasi tanah yang semula ilegal oleh 

pemerintah diberikan ijin untuk menggarap tanah tersebut sampai 

tahun 2000. Tahun 2000 para okupan mulai mengajukan 

permohonan hak atas tanahnya dengan alasan telah menguasai 

tanah tersebut secara fisik selama kurang lebih 30 tahun. 

Permohonan tersebut tidak diproses Kantor Pertanahan karena 

secara sah tanah tersebut milik Pemerintah Kabupaten. Para 

okupan mulai menggarap tanah kembali tanpa ijin dari Pemerintah 

Kabupaten Cilacap sebagai pemegang Hak atas tanah. 
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2.  Upaya Penyelesaian yang telah dilaksanakan dalam 

menyelesaikan permasalahan okupasi tanah tersebut adalah 

dengan adanya Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten 

Cilacap, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Cilacap, dan 

PTSR. PTSR tidak melaksanakan kesepakatan tersebut. Sampai 

saat ini Pemerintah Kabupaten Cilacap belum mengambil tindakan 

sesuai hukum yang berlaku. 

 

B. Saran 

1.  Agar tidak terjadi dan terulang kembali kegiatan okupasi yang 

dilakukan oleh masyarakat, perlu kegiatan sosialisasi dan 

penyuluhan kepada masyarakat tentang pertanahan, sehingga 

masyarakat dapat memahami tentang keberadaan suatu hak atas 

tanah. 

2. Untuk mengambil keputusan mengenai status hukum atas tanah,baik 

Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat hendaknya sesuai dengan hukum yang berlaku. 

3. Pemerintah harus berani mengambil keputusan untuk melakukan 

usaha penyelesaian masalah Okupasi tersebut, apabila tahap 

musyawarah tidak mencapai mufakat maka ditempuh jalur hukum 

yang berlaku. 
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